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The purpose of this research is the Parate Executie of the Court of First In-
stance and/or Private Sales, the one of business activities of a Venture Capital 
Company (PMV) is financing/capital participation in an Investee Compa-
ny for a certain period of time based on the profit sharing agreement. This 
research using a normative juridical legal research conducted as an effort 
to obtain the necessary data with respect to the problem. The data used are 
secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal mate-
rial, and tertiary legal materials. The primary data are also used to support 
secondary data. The data analysis was conducted using qualitative normative 
analysis. The research results it was concluded that the implementation of the 
settlement of non-performing finance can be done through Parate Executie in 
a manner as referred to in A). Article 20 paragraph (1) letter “a” in conjunc-
tion with Article 6 in conjunction with; B). Article 14 paragraph (2) in con-
junction with Article 20 paragraph (1) and/or C). Article 20 paragraph (2) of 
Law on Mortgage Rights, that is selling the mortgage rights object on its own 
authority through a public auction according to the procedures as specified 
in the laws and regulations; and the petition for Fiat Executie by a Court of 
First Instance for the execution of mortgage rights is based on title executori-
al; and the settlement of non-performing finance is through the Private Sales 
against the collateral that has been tied by Mortgage Rights.

Tujuan penelitian ini adalah kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura 
(PMV) sebagai pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan 
untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bagi hasil. Penelitian 
ini menggunakan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai 
pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan metode analisis 
normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pe-
nyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui Parate Eksekusi 
dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam A). Pasal 20 ayat (1) huruf a 
jo Pasal 6 juncto; B). Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 20 ayat (1) dan/atau C). Pasal 
20 ayat (2) UUHT, yakni menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan; dan permohonan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri 
untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan berdasarkan titel eksekutorial; 
serta penyelesaian pembiayaan melalui penjualan di bawah tangan terhadap 
jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan.
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Pendahuluan

Persoalan pembiayaan bermasalah merupakan prob-
lem yang selalu mendapat perhatian serius bagi pe-
milik dan atau pengurus perusahaan modal ventura, 
karena selain sebagai sumber pendapatan, pengem-
balian pokok dan hasil dari kerja sama pembiayaan 
merupakan salah satu indikator bagi kesehatan peru-
sahaan modal ventura.

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah 
dengan cara penerapan parate eksekusi atas hak 
tanggungan oleh perusahaan modal ventura seba-
gai pemegang hak tanggungan pertama berdasarkan 
kekuatan eksekutorial hak tanggungan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan 
b serta ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan 
(UUHT) dilakukan melalui 3 (tiga) cara eksekusi Hak 
Tanggungan bilamana debitor/pemberi Hak Tang-
gungan cidera janji (wanprestasi), yaitu:

a. Eksekusi berdasarkan hak pemegang Hak Tang-
gungan pertama untuk menjual objek Hak Tang-
gungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
Undang-undang ini;

b. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang 
terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) un-
dang-undang Hak Tanggungan;

c. Eksekusi melalui penjualan objek Hak Tang-
gungan secara di bawah tangan atas kesepakat-
an pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

Lembaga Hak Tanggungan tersebut merupakan 
pengganti lembaga hipotek dan Credietverband, yang 
sebenarnya merupakan produk hukum yang telah 
diamanatkan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok 
Agraria, yang menyebutkan sudah disediakan lem-
baga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan 
pada hak atas tanah, yaitu hak tanggungan (Subekti, 
1991). Pembebanan hak tanggungan atas tanah dila-
kukan berdasarkan UUHT Nomor 4 Tahun 1996 ten-
tang hak tanggungan atas tanah beserta benda-ben-
da yang berkaitan dengan tanah, yang diundangkan 
pada tanggal 9 April 1996. 

Menurut UUHT Pasal 1 angka 1 yang dimaksud 
dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda-
-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak ja-
minan yang dibebankan pada hak atas tanah seba-
gaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria. Selanjutnya dalam penjelasan umum juga 
dinyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak ja-

minan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, 
yang memberikan kedudukan diutamakan kepada 
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 
Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur 
pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui 
pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan 
menurut ketentuan peraturan perundang-undang-
an yang bersangkutan, dengan hak mendahului 
dari pada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan 
diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak me-
ngurangi preferensi piutang-piutang negara menu-
rut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum ketentuan tentang eksekusi telah dia-
tur dalam Hukum Acara Perdata, akan tetapi keten-
tuan eksekusi Hak Tanggungan secara khusus dia-
tur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan 

Dalam Pasal 6 UUHT tersebut menyebutkan bah-
wa hak untuk menjual objek hak tanggungan atas 
kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwu-
judan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai 
pemegang hak tanggungan atau pemegang hak 
tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari 
satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut dida-
sarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak 
tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pe-
megang hak tanggungan berhak untuk menjual ob-
jek hak tanggungan melalui pelelangan umum tan-
pa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak 
tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu 
dari pada kreditur-kreditur yang lain. jika ada sisa 
pelunasan, maka sisa hasil penjualan tetap menjadi 
hak pemberi hak tanggungan.

Hak eksekutorial pemegang hak tanggungan untuk 
menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan 
umum tanpa memerlukan persetujuan pemberi hak 
tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunas-
an piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahu-
lu dari pada kreditur-kreditur lainnya bersumber 
dari irah-irah yang terdapat dalam sertifikat Hak 
Tanggungan, yang berbunyi: ”Demi Keadilan Ber-
dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, irah-irah ini 
memberikan kekuatan eksekutorial yang sama de-
ngan putusan pengadilan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.

Namun demikian, ternyata dalam praktek peme-
gang Hak Tanggungan baru dapat menjual objek 
yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut           
1). setelah mendapat fiat eksekusi dari Ketua Peng-
adilan Negeri setempat; atau 2). menjual objek hak 
tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
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Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini menjadi salah 
satu kendala bagi perusahaan modal ventura dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara ce-
pat, tepat, transparan serta memberikan kepastian 
hukum dan dapat diterima dengan baik oleh para 
pihak yang berkepentingan (Usman, 1998). 

Di satu sisi, penjualan objek hak tanggungan me-
rupakan salah satu alternatif penyelesaian pembia-
yaan bermasalah yang dapat mengurangi eksposur 
risiko kerugian bagi perusahaan modal ventura dan 
membantu meningkatkan tingkat likuiditas dan 
kesehatan perusahaan modal ventura, serta secara 
tidak langsung dapat memberikan kontribusi pajak 
melalui BPHTB, PPH dan Bea Lelang bagi Nega-
ra, tetapi disisi lain jika perusahaan modal ventu-
ra menjual objek hak tanggungan dengan prosedur 
pelelangan umum melalui KPKNL dengan harga 
terbentuk (nilai transaksi) yang “dianggap” murah 
dan/atau di bawah pasar. 

Pada kondisi tersebut, Menurut Satrio (1993) bahwa 
pemilik jaminan hak tanggungan dan/atau perusa-
haan pasangan usaha (debitur) dapat menggugat 
perusahaan modal ventura selaku kreditur peme-
gang hak tanggungan dengan dasar tuntutan bah-
wa kreditur pemegang hak tanggungan atau peru-
sahaan modal ventura telah melakukan perbuatan 
melanggar hukum yang secara nyata merugikan 
pemilik jaminan hak tanggungan dan/atau perusa-
haan pasangan usaha (debitur). 

Menurut Soejono dan Abdulrahman (Atmosudirdjo, 
1993) bahwa kepastian hukum dalam hal benda ja-
minan, khususnya pendaftaran hak atas tanah mi-
salnya, masalah kepastian yang dimaksud terdapat 
dua hal yaitu: 

a. Kepastian mengenai pengertian, isi, batas-batas 
hak milik atas tanah dalam kaitannya dengan 
fungsi sosial hak milik atas tanah.

b. Kepastian mengenai cara-cara memperoleh, 
mempergunakan dan menikmati hak milik yang 
serasi dan seimbang dengan asas dan tujuan hak 
milik. 

Menurut Mertukusumo (Atmosudirdjo, 1983) bah-
wa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan 
bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan 
cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki 
adanya upaya pengaturan hukum dalam perun-
dang-undangan yang dibuat oleh pihak yang ber-
wenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin ada-
nya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai sua-
tu peraturan yang harus ditaati. 

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis nor-
matif dalam tulisan ini dilakukan untuk mengana-
lisa permasalahan hukum yang berpedoman pada 
landasan hukum yaitu peraturan bidang hukum 
perikatan dan hukum jaminan. Dalam hal ini meng-
kaji Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan dan mengkaji teori-teori serta 
doktrin yang berhubungan dengan preferensi kre-
ditur pemegang hak tanggungan, serta pandangan 
dari pakar hukum yang terkait dengan permasalah-
an hukum yang ada.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersi-
fat deskriptif analitis atau memberikan gambaran 
terhadap suatu bahan hukum yang kemudian di-
hubungkan dan/atau disesuaikan dengan melihat 
pokok permasalahan yang ada. Pada tahapan ini 
dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap 
makna dari aturan-aturan hukum yang terdapat 
di dalam peraturan perundang-undangan yang di-
lakukan melalui studi kepustakaan (library resear-
ch). Penelitian kepustakaan ini dilakukan terhadap 
berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat 
digolongkan atas bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis dan 
sumber datanya. Sumber data yang kemudian dise-
but bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian 
kepustakaan yang akan diinventarisasi dan diana-
lisis. Sedangkan penelitian lapangan hanya sebagai 
pelengkap. Sementara analisa data dilakukan de-
ngan cara analisis yuridis kualitatif, yaitu mengurai-
kan kaidah-kaidah dalam aturan hukum yang ber-
hubungan dengan hukum jaminan hak tanggungan 
dengan jalan memaparkan sesuai pokok permasa-
lahan.

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan ke-
giatan penyelesaian pembiayaan bermasalah mela-
lui parate eksekusi dengan cara lelang eksekusi hak 
tanggungan atas objek jaminan hak tanggungan di 
salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usa-
ha modal ventura, di Jakarta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu ciri hak tanggungan adalah mudah dan 
pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Hak yang 
diberikan pada pemegang Hak Tanggungan untuk 
mengeksekusi objek hak tanggungan diatur dida-
lam Pasal 6 junto Pasal 20 ayat (1) hurf a, Pasal 14 
ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (1) hurf b dan Pasal Pa-
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sal 20 ayat (2), pelaksanaan eksekusi objek jaminan 
hak tanggungan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) 
cara, yaitu:

Penjualan Barang Jaminan Melalui Lelang Atas 
Kekuasaan Sendiri (Pasal 6 junto Pasal 20 ayat (1) 
huruf a UUHT)

Sebagaimana yang telah diketahui ketika Perusa-
haan Pasangan Usaha (debitur) wanprestasi, maka 
berdasarkan perjanjian hak tanggungan, kreditur 
pemegang hak tanggungan dapat melakukan tin-
dakan eksekusi objek jaminan untuk pelunasan pi-
utangnya dengan cara penjualan barang jaminan 
melalui suatu pelelangan umum atas kekuasaan 
sendiri sebagai pemegang hak tanggungan yang 
pertama dan telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Hak tanggungan bertujuan untuk menjamin utang 
yang diberikan pemegang hak tanggungan kepa-
da perusahaan pasangan usaha (debitur). apabila 
debitur cidera janji, maka hak atas tanah yang di-
bebani dengan hak tanggungan itu berhak dijual 
oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetuju-
an dari pemberi hak tanggungan dan pemberi hak 
tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas 
penjualan tersebut.

Agar dalam pelaksanaan penjualan itu dapat dila-
kukan secara jujur (fair), maka dalam Pasal 6 junto 
Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang hak tanggungan mengharuskan 
agar dalam penjualan itu dilaksanakan melalui Pe-
lelangan Umum menurut tata cara yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berla-
ku.

Selain itu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang hak tanggungan memberikan kewe-
nangan kepada pemegang hak tanggungan pertama 
untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasa-
an sendiri melalui pelelangan umum serta meng-
ambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 
tersebut, apabila perusahaan pasangan usaha (de-
bitur) cidera janji, dan pemegang hak tanggungan 
pertama tidak perlu meminta persetujuan terlebih 
dahulu dari pemberi hak tanggungan serta tidak 
perlu pula meminta penetapan dari Ketua Penga-
dilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi 
tersebut. Sehingga cukuplah apabila pemegang hak 
tanggungan pertama itu mengajukan permohonan 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) setempat untuk pelaksanaan 
pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek hak 
tanggungan tersebut. sebab kewenangan pemegang 
hak tanggungan pertama itu merupakan kewenang-
an yang diberikan oleh undang-undang artinya ke-

wenangan tersebut dipunyai pemegang hak tang-
gungan peringkat pertama demi hukum. Karena itu 
Kepala Kantor Lelang Negara harus menghormati 
dan mematuhi kewenangan tersebut. 

Lelang eksekusi menurut penjelasan pasal 41 Pera-
turan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Per-
tanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ke-
tentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  meliputi 
lelang Putusan Pengadilan, hak tanggungan, sita 
pajak, sita Kejaksaan atau Penyidik dan sita Panitia 
Urusan Piutang Negara. Sedangkan lelang sukarela 
adalah lelang atas prakarsa sendiri pihak yang ber-
hak atas objek yang akan dilelang. Berbeda halnya 
dengan lelang eksekusi yang peralihan haknya dila-
kukan oleh kreditur. Dalam lelang eksekusi, lemba-
ga yang berwenang melaksanakannya adalah Kan-
tor Lelang Negara sedangkan untuk lelang sukarela 
dapat dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara atau 
Balai Lelang Swasta.

Penjualan Barang Dengan Melaksanakan Titel  
Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Mela-
lui Fiat Eksekusi Di Pengadilan (Pasal 14 ayat (2)    
juncto Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT).

Apabila APHT tidak dimuat janji sebagaimana di-
atur dalam Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e Un-
dang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan, atau adanya kendala/gugatan dari 
debitor/pihak ketiga, maka penjualan objek Hak 
Tanggungan merupakan pelaksanaan title ekseku-
torial dari sertifikat Hak Tanggungan yang memuat 
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan sama 
dengan putusan hakim yang telah mempunyai ke-
kuatan hukum tetap.

Eksekusi menurut hukum perdata adalah menjalan-
kan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
(in kracht vangewijsde). Kekuatan eksekutorial yang 
dimaksud dalam hal ini adalah kepala putusan 
yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketu-
hanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Hak Tanggungan 
berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memu-
at irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Ber-
dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat hak tang-
gungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya 
kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggung-
an, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk 
di eksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, me-
lalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga pa-
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rate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara 
Perdata.

Penjualan Barang Jaminan Dengan Cara Dibawah 
Tangan (Pasal 20 ayat (2) UUHT)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Un-
dang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang mengatur tentang penjualan 
objek hak tanggungan melalui penjualan dibawah 
tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pe-
megang hak tanggungan. Pasal ini merupakan tero-
bosan yang terdapat pada UUHT bila dibandingkan 
dengan ketentuan lama yang terdapat pada hipotik 
untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
para pihak, karena dengan upaya ini akan membe-
rikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepen-
tingan untuk menyelesaikan hutang-piutangnya 
berdasarkan kesepakatan sendiri. 

Undang-undang hanya mengatur batasan-batasan 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat 
(3) UUHT dan seterusnya. Pelaksanaan ketentuan 
ini, secara yuridis akan memberikan kepastian hu-
kum bagi para pihak, karena dengan adanya ke-
sepakatan untuk menjual objek jaminan secara di-
bawah tangan, berarti masing-masing pihak telah 
menyatakan persetujuannya.

Menurut pendapat penulis, secara sosiologis ke-
tentuan ini akan dapat melindungi kepentingan 
Perusahaan Pasangan Usaha untuk melanjutkan 
kegiatan usahanya, karena penyelesaian utang-piu-
tang dilakukan dengan cara diam-diam yang hanya 
melibatkan pihak-pihak tertentu saja, selain itu pen-
jualan objek jaminan dengan cara ini dapat mem-
berikan penyelesaian yang tuntas bagi para pihak, 
mengingat dalam prosesnya sudah diawali dengan 
adanya kesepakatan dan persetujuan yang tentu 
mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. De-
mikian juga dengan kepentingan pembeli untuk 
proses peralihan lebih terjamin karena penyerahan 
dari pemilik hak atas tanah yang dieksekusi lebih 
mudah mengingat prosesnya dilakukan melalui ke-
sepakatan suka rela.

Menurut pendapat penulis, Parate eksekusi melalui 
penjualan barang jaminan dengan cara di bawah ta-
ngan bertujuan untuk memperoleh harga tertinggi 
dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kesepakatan tertulis diantara para pihak; 

b. Diumumkan sedikitnya pada 2 (dua) buah surat 
kabar; dan 

c. Tidak ada pihak yang berkeberatan.

Dapat diketahui bahwa di dalam penjualan objek 
Hak Tanggungan dengan cara di bawah tangan atau 
tidak melalui lelang ada beberapa tahapan, yaitu se-
bagai berikut:

1. Tahapan Negosiasi antara pihak Perusahaan Pa-
sangan Usaha dengan pihak perusahaan modal 
ventura.

Dalam tahapan ini terjadi negosiasi antara pihak 
perusahaan modal ventura dengan pihak Perusaha-
an Pasangan Usaha yang ingin menyelesaikan hu-
tangnya secara tidak melalui lelang, pada tahapan 
ini tercapai suatu kesepakatan antara para pihak. 
Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah:

a. Kesepakatan tentang harga objek yang akan di-
jual secara di bawah tangan. Kelebihan proses 
penjualan tidak melalui lelang adalah, bahwa 
pihak Perusahaan Pasangan Usaha dapat ikut 
menentukan harga objek hak tanggungan yang 
akan dijual, hal ini tentu tidak didapati pada 
penjualan secara lelang. Kesepakatan tentang 
harga ini adalah hal yang penting untuk meng-
hindarkan gugatan Perusahaan Pasangan Usaha 
di kemudian hari dikarenakan merasa objek hak 
tanggungannya dijual dengan harga tidak sewa-
jarnya. Karena pada dasarnya penjualan tidak 
melalui lelang ini adalah kesepakatan antara 
para pihak untuk menyelesaikan hutang piu-
tang.

b. Kesepakatan tentang tata cara penjualan. Dalam 
hal ini penjualan objek hak tanggungan, ada 2 
(dua) cara yang dapat ditempuh, yaitu:

1) Perusahaan Pasangan Usaha menjual sendi-
ri; Dalam hal ini adalah dengan seijin pihak 
perusahaan modal ventura, Perusahaan Pa-
sangan Usaha mencari pembeli sendiri, dan 
pada saat jual beli harus dengan sepengeta-
huan pihak perusahaan modal ventura.

2) Perusahaan Pasangan Usaha memberikan su-
rat kuasa khusus untuk menjual kepada per-
usahaan modal ventura surat kuasa khusus 
untuk menjual diperlukan sebagai alas hak 
pihak perusahaan modal ventura untuk me-
lakukan penjualan terhadap objek hak tang-
gungan 

2. Tahap Pelaksanaan Penjualan

Setelah terjadi suatu kesepakatan antara Perusaha-
an Pasangan Usaha dengan perusahaan modal ven-
tura tentang harga objek hak tanggungan serta cara 
penjualan, maka tahapan selanjutnya dilaksanakan 
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proses penjualan objek hak tanggungan dengan ti-
dak melalui lelang, antara lain :

a. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha mencari 
pembeli sendiri. Dalam hal ini, pihak Perusa-
haan Pasangan Usaha ialah pihak yang aktif 
mencari pembeli yang akan membeli objek hak 
tanggungan. Perusahaan modal ventura sebagai 
Kreditur Pemegang Hak Tanggungan bersifat 
pasif. Pada tahap ini perbuatan hukum yang 
terjadi adalah adalah jual beli pada umumnya, 
yaitu jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdata, 
dan pelaksanaannya menggunakan akta PPAT, 
tetapi berlaku ketentuan bahwa pada saat pem-
bayaran, pembeli objek hak tanggungan menye-
rahkan uang pembayaran kepada perusahaan 
modal ventura. Dan untuk seterusnya pihak 
perusahaan modal ventura akan melakukan 
kompensasi terhadap hutang Perusahaan Pa-
sangan Usaha, ditambah dengan biaya-biaya 
yang timbul, antara lain; biaya profesi, denda 
biaya administrasi, dll, dan sisanya akan dikem-
balikan kepada Perusahaan Pasangan Usaha.

b. Perusahaan Pasangan Usaha memberikan surat 
kuasa khusus untuk menjual kepada perusaha-
an modal ventura untuk mencari pembeli. Da-
lam hal ini pihak Perusahaan Pasangan Usaha 
memberikan surat kuasa khusus untuk menjual 
objek hak tanggungan kepada perusahaan mo-
dal ventura, dengan dasar surat kuasa khusus 
ini, maka pihak perusahaan modal ventura da-
pat melakukan penjualan terhadap objek hak 
tanggungan. Setelah pihak perusahaan modal 
ventura melakukan jual beli dengan pihak pem-
beli maka tahapan selanjutnya adalah pihak per-
usahaan modal ventura akan melakukan kom-
pensasi terhadap hutang Perusahaan Pasangan 
Usaha, ditambah dengan biaya-biaya yang tim-
bul, antara lain biaya profesi, denda, biaya ad-
ministrasi, dll, dan sisianya akan dikembalikan 
kepada Perusahaan Pasangan Usaha (jika ada).

3. Tahapan Peralihan Hak atas Tanah

Tahapan peralihan hak ini prosesnya terjadi di Kan-
tor Pertanahan tempat dimana tanah berada, yaitu 
berdasarkan pada perbuatan hukum jual beli yang 
telah dilakukan sebelumnya oleh para pihak. 

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi 
oleh pihak perusahaan modal ventura selaku kredi-
tur Pemegang Hak Tanggungan adalah Perusahaan 
modal ventura mengeluarkan Surat Permohonan 
Roya (Partial) kepada Kantor Pertanahan, Dileng-
kapi dengan asli: Salinan akta jual beli; Sertifikat 
hak tanggungan; Sertifikat tanah; Surat permohon-

an dari PPAT, yaitu :1) Surat Permohonan Roya (Par-
tial) atas objek Hak tanggungan 2) Permohonan ba-
lik nama sertifikat tanah atas nama pembeli. 

Menurut hemat penulis, bahwa cara penyelesaian 
pembiayaan bermasalah melalui penjualan tidak 
melalui lelang ini, mempunyai beberapa kelabihan 
antara lain: 1) Prosenya lebih cepat, dikarenakan 
tidak melalui tahapan-tahapan layaknya lelang; 2) 
Mengurangi biaya-biaya yang timbul, antara lain; 
biaya Fiat Eksekusi kepada (Ketua) Pengadilan Ne-
geri; biaya lelang (penerimaan negara bukan pajak); 
fee balai lelang swasta; biaya pengumuman di surat 
kabar.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh penjual-
an tidak melalui lelang ini adalah perlindungan hu-
kum seperti halnya peralihan hak melalui jual beli 
sesuai Pasal 1457 KUHPerdata, yang berimplikasi:

a. Hapusnya hutang Perusahaan Pasangan Usaha 
terhadap hak tagih perusahaan modal ventura; 
Dengan dilaksanakannya penjualan objek hak 
tanggungan ini maka hutang yang dijamin ha-
pus sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-
-undang Hak Tanggungan.

b. Selesainya proses balik nama sertifikat tanah ke 
atas nama pembeli.

Dalam hal proses eksekusi barang jaminan, peru-
sahaan modal ventura lebih mengutamakan cara 
penjualan di bawah tangan, dikarenakan beberapa 
faktor, antara lain :

a. Dalam hal proses eksekusi barang jaminan, per-
usahaan modal ventura lebih mengutamakan 
cara penjualan dibawah tangan dengan melaku-
kan negosiasi antara debitur, perusahaan modal 
ventura dan calon pembeli, untuk mendapatkan 
kesepakatan baik tentang harga maupun cara 
penyerahan atau pengalihan hak atas tanahnya.

b. Berkaitan dengan kegiatan usahanya, perusaha-
an modal ventura sangat berkepentingan selalu 
menjaga hubungan baik dengan Perusahaan Pa-
sangan Usaha untuk jangka waktu panjang, un-
tuk itu pilihan eksekusi barang jaminan dengan 
cara penjualan dibawah tangan dapat menjadi 
pola penyelesaian yang cukup efektif serta da-
pat memberikan solusi yang lebih baik bagi se-
mua pihak terkait.

c. Melalui penjualan dibawah tangan, disatu pihak 
Perusahaan Pasangan Usaha mendapatkan hasil 
penjualan yang bisa dipergunakan untuk me-
lunasi hutangnya, sekalipun harus kehilangan 
sebagian kekayannya, dipihak lain perusahaan 
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modal ventura juga dapat terhindar dari kesan 
arogan dan kemungkinan timbulnya gugatan 
dikemudian hari, karena Perusahaan Pasangan 
Usaha secara aktif dilibatkan dalam proses pen-
jualan barang jaminannya.

d. Penjualan dibawah tangan memberikan penye-
lesaian berupa “win-win solution” baik bagi 
Perusahaan Pasangan Usaha maupun Perusaha-
an modal ventura karena tidak ada pihak yang 
merasa dikalahkan atau dipermalukan.

e. Proses penyelesaian penjualan dibawah tangan 
dapat dilakukan secara tuntas dengan potensi 
timbulnya gugatan dikemudian hari sangat ke-
cil, karena penjualan dibawah tangan tersebut 
dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara 
para pihak. Peralihan hak atas objek jaminan 
dapat dilakukan dengan cepat dihadapan peja-
bat umum / PPAT tanpa harus dilampiri dengan 
dokumen-dokumen lain, seperti risalah lelang, 
dan sebagainya, artinya begitu para pihak sepa-
kat dan dilakukan pembayaran lunas seluruh 
hutangnya beserta dengan biaya-biaya lainnya, 
maka seketika itu dapat diambil berkasnya un-
tuk langsung dilakukan proses peralihan hak-
nya.

Hambatan-Hambatan Yang Muncul Pada Pelaksanaan 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Penera-
pan Parate Eksekusi Atas Jaminan Hak Tanggungan Di 
Perusahaan Modal Ventura

Salah satu ciri Hak Tanggungan adalah mudah dan 
pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Hak yang 
diberikan pada pemegang Hak Tanggungan untuk 
mengeksekusi objek Hak Tanggungan sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) huruf 
a, Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (1) hurf b dan 
Pasal 20 ayat (2). Namun demikian, pelaksanaan ek-
sekusi objek jaminan hak tanggungan sebagaimana 
diuraikan penulis di atas masih terdapat hambatan-
-hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan, 
hambatan-hambatan tersebut penulis uraikan seba-
gai berikut, yaitu :

Hambatan Penjualan Barang Jaminan Melalui Le-
lang Atas Kekuasaan Sendiri

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 jo. 
Pasal 20 ayat (1) huruf a. UUHT yang memberi hak 
kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan perta-
ma untuk menjual objek Hak Tanggungan atas ke-
kuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Penda-
pat penulis dalam praktek pelaksanaan hak tersebut 
tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mudah, 
karena meski pun hak tersebut dimiliki oleh kredi-

tur tetapi penjualan objek hak tanggungan tersebut 
tetap harus melalui pelelangan umum atau dengan 
kata lain proses penjualan harus tetap melalui Kan-
tor Lelang dan dilakukan oleh Pejabat Lelang, yang 
tentu saja menimbulkan implikasi biaya yang lebih 
besar dan waktu penyelesaian lebih lama. Maksud 
dari undang-undang dengan menentukan bahwa 
penjualan objek hak tanggungan harus melalui pe-
lelangan umum tentu bertujuan untuk memberi 
perlindungan bagi debitur, agar dengan demikian 
diharapkan dapat diperoleh harga tertinggi, sehing-
ga memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Pa-
sangan Usaha (debitur) untuk melunasi pembiaya-
annya sekaligus masih dapat diharapkan sisa hasil 
penjualan objek hak tanggungan.

Ketentuan Pasal 6 UUHT tersebut sebenarnya juga 
memberikan kemudahan bagi kreditur pemegang 
hak tanggungan pertama untuk melaksanakan pa-
rate eksekusi tersebut tanpa harus mendapatkan 
persetujuan dari Perusahaan Pasangan Usaha (de-
bitur), karena hak tersebut diamanatkan oleh un-
dang-undang, tetapi dalam pelaksanaannya apabila 
hak tersebut dilaksanakan dan Perusahaan Pasang-
an Usaha (debitur) merasa keberatan dapat meng-
ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan hakim 
dapat memberikan keputusan yang berbeda dengan 
memenangkan gugatan Perusahaan Pasangan Usa-
ha (debitur), sehingga dengan demikian hasil lelang 
yang dilakukan oleh Kantor Lelang dapat digugur-
kan atau dibatalkan oleh keputusan hakim, hal ini 
tentu menimbulkan implikasi hukum yang tidak 
menguntungkan serta tidak memberikan kepastian 
hukum khususnya bagi kreditur.

Terdapat 2 (dua) hambatan dalam melaksanakan 
kegiatan penjualan barang jaminan melalui lelang 
atas kekuasaan sendiri, yaitu sebagai berikut:

Hambatan Yuridis

a. Eksekusi lelang objek hak tanggungan melalui 
Pengadilan Negeri dipandang sebagian subjek 
hukum lebih efektif dibandingkan mengajukan 
permohonan lelang atas kekuasaan sendiri ke 
KPKNL setempat. Dasar alasan dari hambatan 
ini adalah bahwa Pengadilan dalam menge-
luarkan Penetapan Aanmaning memberikan 
kesempatan kepada Kreditur dan Debitur un-
tuk menyelesaikan kewajibannya dengan jalan 
perdamaian, tentu saja kemungkinan ini dapat 
efektif ketika restrukturisasi berpotensi seluruh 
hak & kewajiban para pihak.

b. Ketidaksesuaian pendapat tentang harga terben-
tuk atas objek lelang antara perusahaan modal 
ventura (Kreditur) dengan Perusahaan Pasang-
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an Usaha (Debitur); Perbedaan pendapat ini 
berimplikasi kepada diajukannya keberatan dan 
atau gugatan debitur terhadap harga terbentuk 
lelang, akibat dari keberatan dan atau gugatan 
ini adalah sulitnya eksekusi atau pengosongan 
objek hak tanggungan;

c. Perikatan Hak Tanggungan tidak sempurna; 
misalnya Akte Pembebanan Hak Tanggungan 
tidak didaftarkan

Hambatan Operasional

a. Gangguan dari Pihak Ketiga; Gangguan ini 
muncul ketika proses eksekusi lelang berlang-
sung. Gangguan ini dapat berbentuk berupa 
pengarahan masa atau tindakan lainnya yang 
dilakukan Debitur untuk menghalangi kegiatan 
pengosongan atau dalam bentuk munculnya pi-
hak ketiga yang menguasai objek eksekusi hak 
tanggungan;

b. Munculnya perlawanan pihak ketiga (Darden 
Verzet) yang berupa gugatan dari pihak ketiga 
terhadap objek hak tanggungan;

c. Objek Hak Tanggungan berubah bentuk per-
untukan; misalnya sebelum atau pada saat di-
jaminkan objek hak tanggungan dalam bentuk 
Rumah atau Ruko, tetapi ketika di eksekusi Ru-
mah atau Ruko tersebut sudah tidak eksis lagi.

Hambatan Penjualan Barang Dengan Melaksanakan 
Titel Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Mela-
lui Fiat Eksekusi Di Pengadilan (Pasal 20 ayat (1) hu-
ruf b. juncto Pasal 14 ayat (2) UUHT)

Pencantuman irah-irah pada sertifikat hak tang-
gungan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 
14 ayat (2) UUHT dimaksudkan untuk menegaskan 
adanya kekuatan eksekutorial, sehingga apabila 
Perusahaan Pasangan Usaha (debitur) wanprestasi, 
maka objek hak tanggungan siap untuk diekseku-
si seperti halnya suatu putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui 
tata cara dan dengan menggunakan lembaga para-
te eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara 
Perdata yakni melalui penetapan dari Ketua Penga-
dilan tempat di mana objek hak tanggungan berada. 
(vide penjelasan umum huruf 9 dan penjelasan Pa-
sal 26 UUHT).

Terdapat 2 (dua) hambatan dalam melaksanakan 
kegiatan penjualan barang dengan melaksanakan 
titel eksekutorial sertifikat hak tanggungan melalui 
fiat eksekusi di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

Hambatan Yuridis 

Pada hakekatnya penanganan perkara pembiayaan 
bermasalah melalui pengadilan melalui proses yang 
tidak sederhana. Dalam penanganan permohonan 
fiat eksekusi atas perkara pembiayaan bermasalah 
melalui Pengadilan Negeri ada beberapa tahapan 
yang harus dijalani. Setiap akan berganti tahap, ha-
rus didahului dengan dikeluarkannya Penetapan 
oleh Ketua Pengadilan Negeri, dari penetapan ter-
sebut kemudian dilanjutkan dengan petunjuk dari 
Panitera Sekretaris Pengadilan kepada pegawai/staf 
pengadilan untuk melakukan tugasnya. Dengan 
kata lain penanganan perkara kredit macet melalui 
badan peradilan melalui badan peradilan melalui 
proses yang berbelit-belit dan tidak sederhana. 

Sebagaimana diketahui bahwa prosedur penangan-
an permohonan fiat eksekusi melalui badan peradil-
an kurang ideal dan harus menempuh waktu yang 
cukup lama, padahal perhitungan kerugian perusa-
haan (kompensasi) berjalan terus dan tidak dapat 
ditangguhkan sehingga pada umumnya proses pe-
nanganan Fiat Eksekusi atas kasus pembiayaan ber-
masalah tidak dapat ditempuh dalam waktu yang 
cepat, hal ini dapat dilihat sejak diberlakukannya 
Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat banyak 
perkara tentang permohonan Fiat Eksekusi untuk 
menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah yang 
diajukan kepada Pengadilan Negeri memakan wak-
tu cukup lama. 

Demikian juga halnya dalam dunia praktek, sering-
kali banyak ditemui dalam praktek muncul upaya 
hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) 
atau perlawanan dari pihak Perusahaan Pasangan 
Usaha debtitur yang tidak puas objeknya akan di-
eksekusi.

Hambatan Non Yuridis

Selain hambatan yuridis yang banyak timbul dalam 
proses penanganan fiat eksekusi hak tanggungan 
di Pengadilan Negeri, hambatan non yundis yang 
sering ditemui adalah bahwa pada umumnya para 
penegak hukum di Pengadilan masih kurang perha-
tian dan pelayanannya kepada masyarakat, dalam 
arti ada kepentingan pribadi penegak hukum ter-
kait permohonan fiat eksekusi yang diajukan peru-
sahaan modal ventura atau kreditur pemegang hak 
tanggungan. 

Di sisi lain masih ada penegak hukum (advokad) 
yang mengurusi perkara permohonan fiat ekseku-
si maka kepiawaian dan kemahiran advokat dalam 
beracara di pengadilan sangat menentukan kelan-
caran suatu perkara. Namun demikian di sisi lain 



Jungjunan & Muliadi/Penerapan Parate Eksekusi Atas Hak Tanggungan Oleh Perusahaan Modal Ventura

-61-

ada beberapa Advokat yang memegang kuasa dari 
Debitur yang sengaja mengulur-ulur waktu dengan 
berbagai macam trik yang bertujuan menghambat 
suatu perkara demi kepuasan kliennya (debitur). 

Keengganan orang untuk ikut serta dalam lelang ka-
rena persepsi bahwa membeli objek lelang eksekusi 
biasanya berbuntut masalah gugatan yang penyele-
saiannya akan memakan waktu yang relati lama.

Pembeli lelang kesulitan menempati objek lelang 
eksekusi karena objek lelang ditempati/ dikuasai 
pihak ketiga. Penyelesaiannya adalah dengan jalan 
pengosongan berdasarkan penetap pengadilan di-
mana prosesnya dapat berdampak gugat menggu-
gat.

Hambatan-Hambatan Penjualan Objek Hak Tang-
gungan Melalui Penjualan Di Bawah Tangan

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat 
(2) yang mengatur tentang penjualan objek hak 
tanggungan melalui penjualan dibawah tangan ber-
dasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang hak 
tanggungan. Pasal ini merupakan terobosan yang 
terdapat pada UUHT bila dibandingkan dengan 
ketentuan lama yang terdapat pada hipotik untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum bagi para 
pihak, karena dengan upaya ini akan memberikan 
kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
untuk menyelesaikan hutang-piutangnya berdasar-
kan kesepakatan sendiri. Undang-undang hanya 
mengatur batasan-batasan sebagaimana yang diten-
tukan dalam Pasal 20 ayat (3) dan seterusnya. Pe-
laksanaan ketentuan ini, secara yuridis akan mem-
berikan kepastian hukum bagi para pihak, karena 
dengan adanya kesepakatan untuk menjual objek 
jaminan secara dibawah tangan, berarti masing-
-masing pihak telah menyatakan persetujuannya, 

Terdapat 2 (dua) hambatan dalam melaksanakan 
kegiatan penjualan objek hak tanggungan melalui 
penjualan di bawah tangan, yaitu sebagai berikut:

Hambatan Non Yuridis 

Perusahaan Pasangan Usaha tidak kooperatif. Ham-
batan ini muncul pada tahap negoisasi, disepakati 
bahwa pihak Perusahaan Pasangan Usaha yang aktif 
mencari pembeli, tetapi pada kenyataannya ternya-
ta Perusahaan Pasangan Usaha mempunyai itikad 
yang tidak baik, yaitu tidak aktif mencari pembeli 
dengan harapan bahwa objek hak tanggungan ti-
dak sesegera dijual. Hal tersebut merupakan itikad 
buruk dari Perusahaan Pasangan Usaha yang me-
nyalahi kesepakatan awal pada saat negoisasi. Dan 
apabila hal tersebut terbukti oleh pihak perusahaan 
modal ventura maka mendasarkan pada ketentuan 

Pasal 6 UUHT yaitu memberi hak kepada kreditur 
selaku pemegang hak tanggungan pertama untuk 
menjual objek atas kekuasaan sendiri melalui pele-
langan umum sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT.

Hambatan Yuridis 

Pasal 20 ayat (2) merupakan terobosan yang terda-
pat pada UUHT bila dibandingkan dengan keten-
tuan lama yang terdapat pada hipotik untuk mem-
berikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, 
karena dengan upaya ini akan memberikan kesem-
patan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
menyelesaikan hutang-piutangnya berdasarkan ke-
sepakatan sendiri.

Pelaksanaan ketentuan ini, secara yuridis akan 
memberikan kepastian hukum bagi para pihak, ka-
rena dengan adanya kesepakatan untuk menjual 
objek jaminan secara dibawah tangan, berarti ma-
sing-masing pihak telah menyatakan persetujuan-
nya. Secara sosiologis ketentuan ini akan dapat me-
lindungi kepentingan debitur untuk melanjutkan 
kegiatan usahanya, karena penyelesaian utang-piu-
tang dilakukan dengan cara diam-diam yang hanya 
melibatkan pihak-pihak tertentu saja, selain itu pen-
jualan objek jaminan dengan cara ini dapat mem-
berikan penyelesaian yang tuntas bagi para pihak, 
mengingat dalam prosesnya sudah diawali dengan 
adanya kesepakatan dan persetujuan yang tentu 
mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. De-
mikian juga dengan kepentingan pembeli untuk 
proses peralihan lebih terjamin karena penyerahan 
dari pemilik hak atas tanah yang dieksekusi lebih 
mudah mengingat prosesnya dilakukan melalui ke-
sepakatan suka rela.

Hambatan yuridis yang akan timbul dan mempu-
nyai implikasi sosiologis yang dapat menjadi ken-
dala pelaksanaan penjualan objek jaminan dengan 
cara dibawah tangan adalah keharusan mengu-
mumkan pelaksanaan penjualan objek jaminan 
tersebut dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di 
daerah yang bersangkutan dan atau media massa 
setempat agar apabila ada kreditur lain yang juga 
dijamin dengan objek jaminan tersebut terlindungi 
hak-haknya serta untuk menjamin tidak ada pihak 
yang berkeberatan. Hal ini apabila dilaksanakan 
tentu akan menimbulkan beban moril bagi Perusa-
haan Pasangan Usaha (debitur) dan atau penjamin 
karena kondisinya akan diketahui kolega atau re-
kan bisnis serta lingkungannya yang bisa berakibat 
pada kelangsungan usahanya. 

Dalam pelaksanaannya, perusahaan modal ventura 
tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme atau per-
syaratan yang ditentukan undang-undang, dimana 
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sepanjang ada kesepakatan antara kreditur dengan 
Perusahaan Pasangan Usaha (debitur) dan atau pen-
jamin untuk menjual objek jaminan serta didapat 
kesepakatan harga yang wajar dan menguntungkan 
semua pihak, yaitu cukup untuk memenuhi kewa-
jiban Perusahaan Pasangan Usaha (debitur) kepada 
perusahaan modal ventura, maka perusahaan mo-
dal ventura akan menyerahkan hak-hak Perusahaan 
Pasangan Usaha (debitur) untuk mendapatkan hak 
atas tanahnya kepada pembeli objek jaminan sesuai 
dengan kesepakatan dan persetujuan bersama.

Simpulan

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah 
dengan cara penerapan parate eksekusi atas hak 
tanggungan oleh perusahaan modal ventura berda-
sarkan Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a. UUHT 
dilakukan dalam menjalankan hak atau kewenang-
an sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat 
pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan 
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan tersebut. Hak atau kewenangan menja-
lankan parate eksekusi digantungkan kepada syarat 
utama yakni bilamana Perusahaan Pasangan Usaha 
(debitur) cidera janji/wanprestasi, sehingga peme-
gang Hak Tanggungan peringkat pertama dapat 
menjalankan parate eksekusi tanpa perlu meminta 
persetujuan terlebih dahulu dari debitur/pemberi 
Hak Tanggungan serta tidak perlu pula meminta 
penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
Secara teknis, pelaksanaan parate eksekusi oleh pe-
megang Hak Tanggungan peringkat pertama cukup 
dengan mengajukan permohonan Lelang Eksekusi 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) setempat untuk pelaksanaan 
pelelangan umum sesuai ketentuan dan peraturan 
yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Le-
lang. 

Hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksana-
an penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pe-
nerapan parate eksekusi Pasal 6 UUHT atas jaminan 
hak tanggungan di perusahaan modal ventura da-
lam pelaksanaannya memiliki tantangan tersendiri, 
yakni risiko gugatan dari Perusahaan Pasangan Usa-
ha (debitur) ke Pengadilan Negeri terkait pelaksa-
naan penjualan objek lelang hak tanggungan. Risiko 
ini pada prinsipnya dapat timbul terhadap 3 (tiga) 
cara eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) 
UUHT, namun demikian sepanjang mekanisme pe-
laksanaan lelang telah sesuai dengan mekanisme 
permohonan lelang eksekusi hak tanggungan ber-
dasarkan Pasal 6 UUHT, maka kemungkinan Peng-

adilan Negeri memberikan putusan yang berbeda 
dengan pengaturan Parate Eksekusi dalam  Pasal 6 
UUHT yakni memberikan putusan dengan meng-
gugurkan atau membatalkan hasil lelang terhadap 
objek lelang Hak Tanggungan dapat dihindari oleh 
perusahaan modal ventura sebagai pihak pemohon 
lelang eksekusi hak tanggungan peringkat pertama 
atas kekuasaan sendiri.

Saran
Untuk menghindari terjadinya pembiayaan ber-
masalah pada perusahaan modal ventura, kegiat-
an analisa kelayakan investasi dan risiko sebelum 
pembiayaan dilaksanakan terhadap proposal yang 
diajukan oleh perusahaan pasangan usaha adalah 
fase yang sangat krusial, mengingat assessment 
korporat dan proposal projek adalah awal terjadi-
nya perjanjian pembiayaan modal ventura, sehing-
ga potensi risiko gagal bayar kewajiban Perusahaan 
Pasangan Usaha dapat dihindari.
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